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ABSTRAK

Kontribusi UMKM pada PDB menopang perekonomian Indonesia.
Tingginya potensi UMKM tidak sebanding dengan penerimaan pajak di Indonesia.
Tidak sedikit UMKM kesulitan mengembangkan dan menjaga kelangsungan usaha.
Guna menghadapi hal tersebut, lkatan Akuntan Indonesia (IAl) memberikan
alternatif bagi UMKM untuk dapat meningkatkan kualitas usaha dengan SAK
EMKM sebagai standar pembukuan sederhana yang secara eksplisit
mendeskripsikan Entity Concept sebagai salah satu asumsi dasar menyusun laporan
keuangan. Pembukuan dengan standar SAK EMKM membantu memudahkan
pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak khususnya orang pribadi pelaku
usaha mengingat masa pemanfaatan PPh Final menurut PP 23 Tahun 2018 yang
dicabut dengan PP 55 Tahun 2022 akan segera berakhir.

Penelitian kualitatif paradigma interpretif ini bertujuan memahami kesiapan
pembukuan wajib pajak orang pribadi UMKM menggunakan mekanisme umum
yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dengan metode
triangulasi. Penelitian ini menganalisis data primer dari wawancara yang dilakukan
kepada tiga wajib pajak orang pribadi, KJA, Konsultan Pajak, dan akademisi yang
dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih
berdasarkan pemahaman dan pengalaman terkait keuangan dan perpajakan yang
sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan lemahnya kondisi kesiapan pembukuan
wajib pajak orang pribadi disebabkan rendahnya literasi, pemahaman dan
pengalaman terkait keuangan dan perpajakan sehingga mereka tidak memahami
Entity Concept dalam menjalankan usaha. Hal ini menyebabkan UMKM tidak
memahami pentingnya pembukuan usaha terutama melihat profitabilitas usaha
untuk setiap periode laporan dan kaitannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dari segi pemahaman dan pengetahuan,
wajib pajak orang pribadi UMKM tidak siap menyelenggarakan pembukuan namun
memiliki kesadaran tinggi untuk menyelenggarakan pembukuan usaha jika
mendapatkan dukungan dan bantuan dari pemerintah ataupun pihak yang
memahami SAK EMKM dan perpajakan.

Kata kunci: kesiapan pembukuan, Entity Concept, SAK EMKM, PP 23/2018
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ABSTRACT

MSME's Contribution to GDP Supports the Indonesian economy. The high
potential of MSMEs is not comparable with tax revenues in Indonesia. Not a few
MSMEs have difficulty developing and maintaining business continuity. In order to
deal with this, the Indonesian Institute of Accountants (IAl) provides an alternative
for MSMEs to be able to improve business quality with SAK EMKM as a simple
bookkeeping standard that explicitly describes the Entity Concept as one of the
basic assumptions in preparing financial reports. Bookkeeping with the SAK
EMKM standard helps facilitate the fulfillment of taxpayer tax obligations,
especially individual business actors, considering that the utilization period of
Final PPh according to PP 23 of 2018 which was revoked by PP 55 of 2022 will
soon end.

This qualitative research with an interpretive paradigm aims to understand
the readiness of individual taxpayers' bookkeeping for MSMEs using a general
mechanism that is carried out through interviews, observation, documentation
using the triangulation method. This study analyzes primary data from interviews
conducted with three individual taxpayers, KJA, Tax Consultants, and academics
compared to the results of observations and documentation. Research informants
were selected based on their understanding and experience related to finance and
taxation in accordance with the research objectives.

The results of this study indicate the weak condition of individual taxpayer
bookkeeping readiness due to low literacy, understanding and experience related
to finance and taxation so that they do not understand the Entity Concept in running
a business. This causes MSMEs not understand the importance of business
bookkeeping, especially looking at business profitability for each reporting period
and its relation to fulfilling tax obligations. The results of the study also show that
in terms of understanding and knowledge, individual taxpayers of MSMEs are not
ready to keep bookkeeping but have a high awareness of keeping business
bookkeeping if they get support and assistance from the government or parties who
understand SAK EMKM and taxation.

Keywords: bookkeeping readiness, Entity Concept, SAK EMKM, PP 23/2018
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menopang perekonomian
Indonesia (Asriandi et al., 2021; Made et al., 2022; Sarah, 2017). Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UMKM) di tahun 2022
menyatakan jumlah pelaku UMKM di Indonesia tembus 8,71 juta unit. United
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada Oktober
2022 menyebutkan, pelaku UMKM tercatat sebanyak 65,46 juta, berkontribusi
sebesar 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mampu menyerap
97% tenaga kerja di Indonesia dalam laporan ASEAN Investment Report 2022.
Perkembangan UMKM ini secara tidak langsung mengurangi pengangguran
sehingga mampu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera
(Andarsari dan Dura, 2018). Potensi UMKM yang begitu besar ini tidak
diimbangi dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak (Budiarsih
dan Sony, 2022; Klaudia et al., 2017). UMKM hanya mampu berkontribusi
sebesar Rp 2 triliun terhadap pendapatan pajak.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan potensi dari
wajib pajak UMKM. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu
membuat skema untuk mendorong UMKM naik kelas. Pemberlakuan tarif final
0,5 persen dalam PP No. 23 Tahun 2018 yang dicabut dengan PP No. 55 Tahun
2022 yang diberikan oleh pemerintah diupayakan untuk mendorong peran serta

wajib pajak dalam kegiatan ekonomi formal, kesempatan berkontribusi,



keadilan dan kemudahan melaksanakan kewajiban perpajakan (Hidayatulloh
dan Fatma, 2019). Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah memberikan
kemudahan bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas usaha dan tetap patuh
memenuhi kewajiban perpajakan (Yuli Agustina et al., 2021).

Melalui PP No. 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak 1 Juli 2018 memilah
dan memberikan jangka waktu bagi wajib pajak orang pribadi dan badan
UMKM yang dicabut dengan PP 55 Tahun 2022 berlaku sejak 20 Desember
2022. Jangka waktu berlaku peraturan ini tujuh tahun untuk wajib pajak orang
pribadi, empat tahun bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan
komanditer (CV), firma (Fa), badan usaha milik desa/badan usaha milik desa
bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang dan tiga
tahun bagi wajib pajak berbentuk perseroan terbatas (PT). Di sisi lain,
kebijakan ini dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan jangka panjang
bagi pelaku UMKM khususnya wajib pajak orang pribadi yang tidak
memahami adanya tujuan dari batas waktu ini (Rahmadini dan Cheisviyanny,
2019).

Pembatasan waktu yang diberikan pemerintah dalam kebijakan ini
sejatinya dimaksudkan untuk memberi ruang dan waktu bagi wajib pajak
mempelajari pembukuan dan membuat laporan keuangan yang baik dan benar
yang akan menjadi basis perhitungan pengenaan pajak penghasilan sesuai
ketentuan umum (Kurachman, 2020). Dengan kata lain, wajib pajak harus
berupaya untuk menjalankan administrasi perpajakan sesuai ketentuan yang

lazim digunakan (Kurnianingsih, 2021). Setelah masa waktu pemanfaatan tarif



final berakhir, wajib pajak harus sangat teliti dalam menyusun laporan
keuangan karena berpengaruh terhadap perhitungan pajak yang harus dibayar
(Mertawan dan Darma, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan realita kondisi masih banyak wajib pajak
orang pribadi UMKM belum siap menyelenggarakan pembukuan padahal
batas maksimal pemanfaatan PPh Final 0,5 persen adalah tujuh tahun terhitung
sejak tahun 2018 sesuai PP 23 Tahun 2018 (Ayu Octafia Azhari dan Prabawati,
2022; Bandiyono dan Utami, 2021; Kurachman, 2020; Rahmadini dan
Cheisviyanny, 2019; Rahmi et al., 2020). Hal ini didukung oleh penelitian lain
bahwa banyak UMKM bahkan belum memisahkan uang (modal) berwirausaha
dengan uang pribadi yang merupakan hal penting dasar dalam menjalankan
kegiatan usaha (Hidayatulloh et al., 2019; Hidayatulloh dan Fatma, 2019).
Pembukuan yang sederhana, kurangnya pengalaman manajerial, dan kegiatan
operasional yang tidak terstruktur masih menjadi masalah utama yang
menghambat perkembangan UMKM. Pembukuan yang disusun tanpa standar
yang jelas menyebabkan pajak terutang yang harus dilunasi perusahaan
kemungkinan tidak sesuai dengan jumlah pajak terutang yang seharusnya
dibayar (Rachma Agusti dan Sanawiri, 2019).

Pemahaman dan pengalaman wajib pajak orang pribadi terkait pembukuan
dan perpajakan menjadi akar permasalahan sulitnya penyelenggaraan
pembukuan usaha pada UMKM (Dermawan et al., 2020; Risnaningsih, 2017).
Kegiatan usaha yang dijalankan secara rangkap antara pemilik dan bagian lain

dalam usaha menunjukkan ketidaksesuaian penerapan konsep dasar akuntansi



yaitu Entity Concept. Padahal dalam prinsipnya, akuntansi tidak dapat
digunakan oleh bisnis yang mencampur antara harta usaha dengan harta
pemilik (Cahyaningtyas et al., 2021). Hal ini menunjukkan lemahnya kesiapan
wajib pajak orang pribadi UMKM menyelenggarakan pembukuan usaha
menuju mekanisme umum perpajakan padahal sistem self assesment berlaku
di Indonesia .

Sistem self assesment yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak
untuk menghitung pajak secara mandiri, paham aturan perpajakan, bersikap
jujur, dan mempunyai moral yang tinggi sehingga menyadari arti penting pajak
bagi negara (Diamastuti, 2016). Pelaksanaan sistem self assesment yang tidak
diimbangi dengan pemahaman wajib pajak tentang pembukuan tentu menjadi
hal kontradiktif. Penerapan sistem self assesment di Indonesia belum
sepenuhnya mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya secara mandiri dan jujur (Rizki, 2018). Tidak sedikit wajib
pajak UMKM yang beranggapan bahwa urusan terkait perpajakan terlalu sulit
dan rumit untuk dilakukan (Bandiyono dan Utami, 2021). Seiring dengan
persaingan ekonomi yang juga semakin ketat dan pentingnya reputasi sebuah
perusahaan, maka permasalahan ini menuntut UMKM untuk memiliki
pembukuan usaha yang sesuai standar.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAl) berupaya untuk meningkatkan kualitas
pembukuan UMKM dengan pemberlakuan Standar Akuntansi Keuangan
Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) per 1 Januari 2018. SAK

EMKM sengaja dibuat sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP dengan



tujuan memberikan kemudahan bagi UMKM agar menjadi Standar Akuntansi
Keuangan yang mudah dipahami pelaku UMKM (Adino, 2019; Mutiah, 2020).
Namun dalam penerapannya masih sangat sulit karena masih banyak SDM
UMKM yang kurang memahami terkait adanya standar akuntansi ini. Kendala
utama dalam UMKM kesulitan menerapkan standar yang baik dalam
mengelola pembukuan adalah pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM
masih sangat minim terhadap standar akuntansi (Sholikin dan Setiawan, 2018).
Menjadi perhatian pembukuan usaha merupakan salah satu penyumbang
rendahnya profitabilitas yang menjadi basis pemajakan.

Jangka waktu yang dimiliki wajib pajak orang pribadi tujuh tahun
terhitung tahun 2018 menuntut wajib pajak orang pribadi mempersiapkan diri
untuk menyelenggarakan pembukuan. Peneliti melihat bahwa dewasa ini
pembukuan merupakan salah satu upaya yang sangat penting diterapkan oleh
wajib pajak khususnya orang pribadi UMKM dalam meningkatkan
profesionalisme pengelolaan usaha sekaligus mendorong kepatuhan dalam
memenuhi kewajiban perpajakan. Kondisi ini menuntut wajib pajak orang
pribadi UMKM untuk dapat menjaga keberlangsungan usahanya dengan
memiliki pembukuan yang baik yaitu laporan keuangan sesuai standar berlaku
(Ningtiyas, 2017). Namun wajib pajak orang pribadi UMKM masih sangat
awam dengan pembukuan yang akan menjadi basis pengenaan pajak
penghasilan di saat jangka waktu pemanfaatan PPh Final akan segera berakhir.
Sehingga perlu untuk memahami kesiapan pembukuan usaha wajib pajak orang

pribadi UMKM dalam rangka menggunakan mekanisme pajak penghasilan



dengan tarif berlaku umum sesuai PPh Pasal 17. Dengan menerapkan
pembukuan yang baik dan terstruktur dalam menjalankan kegiatan usaha tentu
meningkatkan kualitas baik dari segi pembukuan, manajemen perusahaan,
maupun pemahaman dan kesadaran terhadap tanggung jawab perusahaan,
pemenuhan kewajiban perpajakan tidak menjadi hal yang sulit untuk dilakukan

oleh wajib pajak UMKM.

Rumusan Masalah

Melanjutkan fenomena tidak siapnya wajib pajak orang pribadi
menyelenggarakan pembukuan dan rendahnya tingkat penerimaan pajak dari
UMKM vyang tidak sebanding dengan tingginya potensi UMKM bagi negara
yang diakibatkan oleh lemahnya pembukuan usaha pada UMKM
mengantarkan peneliti pada rumusan masalah penelitian. Memahami kesiapan
wajib pajak orang pribadi UMKM untuk menyelenggarakan pembukuan yang
menjadi basis pengenaan pajak mekanisme umum melalui pemahaman dan
pengalaman wajib pajak selama mengelola usaha menarik untuk peneliti
telusuri lebih lanjut. Lemahnya kesiapan pembukuan pada wajib pajak orang
pribadi UMKM berdampak pada kualitas usaha dan kesiapan pelaku usaha
untuk menyelenggarakan pembukuan dalam rangka memenuhi kewajiban
perpajakan. Penelitian ini merumuskan masalah yang membahas kesiapan
pembukuan pada UMKM melalui pemahaman kondisi kesiapan wajib pajak
orang pribadi UMKM menyelenggarakan pembukuan dalam rangka

menggunakan mekanisme umum.



C. Batasan Masalah

Batasan masalah peneliti tekankan sebagai bentuk fokus bahasan pada satu
objek yaitu kesiapan pembukuan UMKM. Mengacu pada PP No. 23 Tahun
2018 yang dicabut dengan PP No. 55 Tahun 2022 yang menuntut wajib pajak
mempersiapkan pembukuan dalam jangka waktu yang diberikan. Penelitian ini
dibatasi oleh segi ruang dan waktu yang mengacu pada rumusan masalah.
Batas ruang penelitian ini membatasi permasalahan terkait kesiapan
pembukuan wajib pajak orang pribadi yang didasarkan pada kondisi wajib
pajak orang pribadi yang tidak siap menyelenggarakan pembukuan yang
ditemukan oleh peneliti. Pembatasan waktu peneliti tekankan pada kesiapan
wajib pajak UMKM untuk menyelenggarakan pembukuan sesuai standar yang
berlaku sebagai basis menggunakan mekanisme umum. Wajib pajak orang
pribadi UMKM vyang ditinjau merupakan wajib pajak yang sebelumnya
menggunakan fasilitas PPh Final 0,5 persen. Pembatasan masalah ini bertujuan
untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan menghindari pembahasan yang

lebih luas.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Pemahaman mengenai kesiapan pembukuan wajib pajak orang pribadi
UMKM melalui analisis kondisi kesiapan pembukuan wajib pajak orang
pribadi UMKM menggunakan mekanisme umum menjadi tujuan utama dalam
penelitian ini. Menindaklanjuti tujuan pelaksanaan penelitian ini, terdapat

manfaat teoritis melengkapi manfaat praktis yang sehubungan dengan tujuan



penelitian terbagi menjadi tiga bagian. Ketiga bagian tersebut terbagi kepada

Politeknik Negeri Bali, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dan Mahasiswa.

1. Politeknik Negeri Bali

Politeknik Negeri Bali sebagai lembaga pendidikan vokasi menjadi

wadah pengembangan praktis dan akademis bagi seluruh civitas
akademika yang ada di dalamnya. Hasil penelitian ini merupakan model
penelitian terapan tentang pemahaman kesiapan pembukuan wajib pajak
orang pribadi UMKM menggunakan mekanisme umum. Dengan adanya
penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepustakaan dan bukti
penelitian untuk kemajuan dan perkembangan instansi khususnya terkait
kesiapan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi UMKM.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Sebagai pelaksana kegiatan ekonomi yang sangat potensial, UMKM

tentu berupaya untuk terus meningkatkan kualitas dan Kinerja
perusahaannya. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi
pelaku UMKM khususnya wajib pajak orang pribadi untuk memahami
pentingnya menerapkan pembukuan sesuai standar dalam menjalankan
usaha agar memiliki daya saing yang baik (kompetitif), meningkatkan nilai
dan citra perusahaan yang membantu memudahkan pemenuhan kewajiban
perpajakan. Memiliki kesadaran sebagai wajib pajak untuk mulai
memahami peraturan perpajakan bagi pelaku usaha. Memiliki pengelolaan
keuangan yang baik serta menjadi UMKM yang berkelanjutan sehingga

potensi usaha bisa terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar.



Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu dengan
menambah wawasan dan pemahaman mahasiswa terkait dengan kesiapan
pembukuan wajib pajak orang pribadi UMKM menggunakan mekanisme
umum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan
perbandingan dan referensi untuk perkembangan penelitian yang akan
dilakukan selanjutnya. Berkontribusi melalui penelitian lanjutan untuk
mendukung pemerintah mendorong kualitas UMKM yang memiliki daya

saing dan menjaga kelangsungan usaha UMKM.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesiapan wajib pajak orang pribadi UMKM menyelenggarakan
pembukuan untuk menggunakan mekanisme umum erat kaitannya dengan
pemahaman, pengalaman dan literasi yang rendah tentang pembukuan usaha
dan perpajakan. Kondisi ini menyebabkan wajib pajak tidak memahami Entity
Concept dan kurangnya upaya untuk memahami aturan perpajakan bagi pelaku
usaha. Manajemen usaha yang buruk juga menjadi kendala wajib pajak
menyelenggarakan pembukuan.

Pembukuan usaha penting untuk dipertimbangkan wajib pajak orang
pribadi karena memberikan banyak manfaat bagi kegiatan usaha. Tingkat
profitabilitas sebagai inti dari kegiatan usaha yang disusun dengan menerapkan
pisah batas dalam setiap periode membantu wajib pajak mengetahui secara
jelas hasil usaha dalam setiap periode pelaporannya. Di samping itu, dengan
pembukuan usaha wajib pajak dapat mengevaluasi kinerja, melakukan
penghematan beban sebagai bentuk perbaikan manajemen usaha, mengetahui
laba usaha dengan akurat, mengembangkan usaha sehingga menjadi usaha
yang berkelanjutan. Dari sisi eksternal, menyelenggarakan pembukuan dapat
meningkatkan citra perusahaan yang menarik minat investor, menunjukkan
adanya transparansi dan meningkatkan kepercayaan hingga mengarah pada

penentuan keputusan (making decision).
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Pembukuan sesuai SAK EMKM dengan perpajakan memiliki keterikatan
yang tidak dapat dipisahkan. Konsistensi pembukuan menjadi hal penting
dalam pelaporan perpajakan. Wajib pajak perlu memahami hal ini agar dapat
mengetahui dan melaporkan kondisi usaha yang sebenarnya saat memenubhi
kewajiban perpajakan. Peningkatan kualitas usaha melalui pembukuan yang
memiliki standar memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban
perpajakan.

Peneliti memahami kondisi wajib pajak dari segi pemahaman,
pengalaman dan pengetahuan tidak siap menyelenggarakan pembukuan,
namun wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi menyelenggarakan
pembukuan menuju mekanisme umum dengan catatan mendapatkan bantuan
seperti sosialisasi dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain yang memahami
pembukuan dan perpajakan dalam menyusun pembukuan usaha sesuai SAK
EMKM agar memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakan.

Implikasi

Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat fenomena banyaknya
wajib pajak orang pribadi UMKM vyang tidak siap menyelenggarakan
pembukuan untuk menggunakan mekanisme umum. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi UMKM belum siap
menyelenggarakan pembukuan namun memiliki kesadaran tinggi untuk

menyelenggarakan pembukuan menuju mekanisme umum perpajakan. Sebagai
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hasil dalam penelitian ini, pembahasan dalam penelitian memberikan implikasi
dari perspektif teoritis dan praktis.

Implikasi teori mengarah kepada pemerintah untuk mempertimbangkan
solusi dari setiap kebijakan yang diberikan kepada wajib pajak khususnya
orang pribadi UMKM. Penelitian lebih lanjut, pemerintah dapat memberikan
pelatihan pembukuan bagi UMKM ataupun memberikan pemahaman
akuntansi keuangan dan kaitannya dengan perpajakan melalui sebuah seminar.
Implikasi secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan wajib pajak
untuk mulai mempelajari pembukuan dan memahami informasi aturan
perpajakan mengingat kebijakan dari pemerintah dapat mengalami perubahan,
sehingga pelaku usaha dapat terus meningkatkan kualitas usaha dan menjadi

usaha yang berkelanjutan.

Saran

Besar harapan peneliti agar penelitian ini dapat dikembangkan.
Penelitian kualitatif paradigma interpretif ini berfokus pada pandangan dari
informan yang menjadi subjek penelitian. Penelitian lebih lanjut diharapkan
dapat mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan keterbatasan
penelitian seperti yang disampaikan bagian keterbatasan penelitian.

Peneliti percaya bahwa penelitian ini dapat membantu banyak pihak
khususnya pihak yang mempelajari atau bekerja pada bidang akuntansi dan
perpajakan. Melalui bagian akhir dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan
kesadaran wajib pajak orang pribadi untuk tidak memandang sebelah mata

pentingnya sebuah pembukuan dalam menjalankan usaha. Wajib pajak orang
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pribadi mampu menjalankan usaha dengan sungguh-sungguh, meningkatkan
kualitas usaha dengan menyelenggarakan pembukuan dan sadar akan tanggung
jawab perpajakan sebagai seorang pengusaha sehingga menjadi usaha yang
berkelanjutan merupakan sasaran yang diharapkan peneliti.

Peneliti berharap wajib pajak orang pribadi UMKM memiliki kemauan
yang tinggi untuk meningkatkan profesionalisme usaha, mengasah diri untuk
beradaptasi perubahan dan teknologi, menghadapi tuntutan sebagai pengusaha
dan wajib pajak. Memanfaatkan kemudahan teknologi untuk mempelajari
pembukuan usaha dan perpajakan dapat menjadi pilihan baik bagi wajib pajak.
Di sisi lainnya, pemerintah sebagai pemberi kebijakan agar memberikan
tindakan solutif yang membantu meningkatkan pemahaman akuntansi dan
perpajakan dari wajib pajak. Memberikan sosialisasi praktik pembukuan
dengan menerapkan SAK EMKM sebagai standar pembukuan usaha wajib

pajak orang pribadi UMKM menjadi solusi yang dapat dipertimbangkan.
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